
1 
 

 

 

 

BUPATI BANYUWANGI 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  

NOMOR 10 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG 

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANYUWANGI, 

 
Menimbang :   bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan kegiatan 

usaha pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten 

Banyuwangi, serta untuk meningkatkan pelayanan pemenuhan 

kebutuhan air minum bagi masyarakat di Kabupaten 

Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga. 

 

Mengingat    :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

                         2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950); 

                         3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana telah diubah 

dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

          10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

          11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 

Nomor 10); 

          12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 

2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum 

Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 2).  
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   Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN BANYUWANGI 

  Dan 

 BUPATI BANYUWANGI 

 

  MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG 

PENYERTAAN MODAL DAERAH  KEPADA PIHAK KETIGA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal 

Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 10) diubah sebagai berikut: 

  

1. Ketentuan Pasal 3 penulisan angka diubah menjadi huruf 

dan ditambah 1 (satu) huruf, yaitu huruf m sehingga Pasal 

3 berbunyi sebagai berikut: 

 

                                      Pasal 3 

a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk; 

b. PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur; 

c. PT. Merdeka Copper Gold Tbk; 

d. PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati; 

e. Badan Usaha Penggilingan Padi; 

f. Kelompok Tani; 

g. Koperasi; 

h. Usaha Kecil dan Menengah (UKM); 

i. Industri Kecil Menengah (IKM); 

j. Pedagang Kaki Lima (PKL); 

k. Kelompok Pembudidaya Air Tawar dan Nelayan; 

l. Kelompok Peternak; 

m. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten 

Banyuwangi. 

 

 


